BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana

dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan

Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba, Nomor

78/Pid.Sus/2021/PN Nba, dan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Nba, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

Pertanggungjawaban pidana para terdakwa dalam ketiga putusan telah
terpenuhi karena terbukti adanya perbuatan pidana, kesengajaan (mens rea),
kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf.
Perbedaan peran para terdakwa dalam satu rangkaian peristiwa hanya
memengaruhi  konstruksi ~ pertanggungjawaban  pidana,  bukan
menghapuskan kesalahan, sehingga masing-masing tetap dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana.

Penerapan sanksi pidana dalam ketiga putusan menunjukkan bahwa pidana
penjara dijatuhkan pada tingkat minimum, sementara pidana denda berada
pada batas maksimum. Namun, penjatuhan pidana yang sama antara
terdakwa laki-laki yang menyuruh melakukan aborsi dan perempuan hamil
menunjukkan bahwa prinsip individualisasi pidana belum diterapkan secara
optimal. Selain itu, denda yang besar dengan pidana subsider yang singkat
menimbulkan ketidakseimbangan antara beratnya sanksi dan efektivitas
penggantinya, sehingga tujuan keadilan dan kemanfaatan pidana belum

sepenuhnya tercapai.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran

sebagai berikut:

1.

Bagi aparat penegak hukum, khususnya Penuntut Umum dan Hakim
diharapkan mempertimbangkan secara proporsional peran, tingkat
kesalahan, dan dampak perbuatan pelaku dalam perkara aborsi. Dalam
penjatuhan pidana, hakim perlu memperhatikan asas proporsionalitas, baik
pidana pokok maupun pidana denda dan subsidi, sehingga sanksi
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Bagi pembentuk undang-undang, perlu meninjau kembali pengaturan
pidana denda dan pidana pengganti dalam tindak pidana aborsi guna
menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan dalam praktik peradilan pidana.

. Bagi oknum tenaga kesehatan atau pihak tertentu yang memiliki akses obat

keras dan pengawasannya belum ketat, diperlukan peningkatan pengawasan
dan penegakan kode etik untuk mencegah penyalahgunaan obat dalam
aborsi ilegal yang membahayakan keselamatan jiwa.

Bagi pihak yang paham hukum dan kesehatan, seperti Tenaga kesehatan,
akademisi, dan praktisi hukum diharapkan meningkatkan edukasi kepada
generasi muda mengenai kesehatan reproduksi, konsekuensi hukum aborsi

ilegal, serta tanggung jawab sosial dan moral.
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